Samsat Makassar 2 Raup PKB 140 Juta di Jalan Boulevard

Sumber gambar:
https://sulsel.pojoksatu.id/makassar/1144599688/terbaru-drive-thru-ap-pettarani-buka-layanan-

sampai-malam-hingga-diskon-pajak-kendaraan

Unit pelaksana teknis pendapatan Wilayah Makassar II Utara menggelar
penertiban pajak kendaraan bermotor (PKB) bersama Satlantas Polrestabes
Makassar, Pamin Samasat Makassar 2 dan Jasa Raharja, Rabu 24 April 2024 di
Jalan Boulevard Makassar.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar II
Utara, Andi Fitri Dwi Cahyawati, S.E., M.Si., mengatakan, penertiban digelar
untuk mengingatkan masyarakat agar membayar PKB tepat waktu. Melalui
penertiban PKB ini, mereka dapat membayar langsung pajak kendaraan di
tempat dengan cepat dan mudah, tambahnya.

Selama penertiban PKB, petugas gabungan berhasil mengumpulkan
PKB sebesar Rp140.227.480 dari pembayaran PKB roda dua sebesar
Rp4.033.410 dan PKB roda empat sebesar Rp136.194.070.

Selain itu, Drive Thru AP Pettarani, Kota Makassar, mulai membuka
layanan hingga malam hari, Drive Thru AP Pettarani sengaja memberikan
pelayanan hingga malam, untuk mempermudah para wajib pajak yang
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memiliki kesibukan di siang hari. Kepala Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Sulsel, Reza Faisal Saleh mengatakan, pelayanan Drive Thru AP
Pettarani hingga malam sebagai respons Pemprov Sulsel terhadap kebutuhan
masyarakat. “ Banyak masyarakat yang pagi hari, siang hari masih sibuk
dengan aktivitasnya maka tidak sempat bayar pajak,” katanya. “Makanya,
khusus layanan drive thru kita di Pettarani, buka sampai malam. Jadi untuk
mengakomodir para wajib pajak yang bekerja siang hari, baru bisa bayar
kalau pulang kantor,” tambah Reza. Ia menjelaskan, Pemprov Sulsel baru
membuka Drive Thru AP Pettarani yang memberikan pelayanan hingga
malam. “Untuk tahap awal di situ karena kita lokasinya di tengah kota, cukup
diketahui oleh masyarakat. Jadi kita cukup di situ dulu untuk tahap awal,”
kata dia. Tidak hanya itu, Pemprov Sulsel juga memberikan diskon pajak
kendaraan untuk angkutan barang dan angkutan penumpang. Ia mengatakan,
diskon untuk angkutan barang sebesar 30 persen dan diskon untuk denda
pada angkutan penumpang sebesar 40 persen.

Sumber Berita :

1. https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/04/25/samsat-makassar-2-raup-pkb-
rp-140-juta-di-jalan-boulevard/ 25 April 2024.

2. https://sulsel.pojoksatu.id/makassar/1144599688/terbaru-drive-thru-ap-
pettarani-buka-layanan-sampai-malam-hingga-diskon-pajak-kendaraan 30
April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26
yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD
merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30
yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan
sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur
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dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak

daerah dan retribusi daerah.

4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30
yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian

objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan

Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan

retribusi daerah.

5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30
yang menyatakan:

e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut

objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil
penyertaan modal daerah.

6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-
31 yang menyatakan:
f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan
daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian
objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat
dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah terdiri atas:

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

3) hasil kerja sama daerah;

4) jasa giro;

5) hasil pengelolaan dana bergulir;

6) pendapatan bunga;

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan
Pendapatan Daerah;

9) penerimaan Kkeuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
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11) pendapatan denda pajak daerah;

12) pendapatan denda retribusi daerah;

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14) pendapatan dari pengembalian;

15) pendapatan dari BLUD; dan

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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